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Dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menyebutkan bahwa: (1) Kepala  Desa  
menginformasikan  dokumen  RKP  Desa,  APB  Desa  dan rencana kerja kepada 
masyarakat melalui sosialisasi kegiatan; (2) Sosialisasi  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat  (1)  dilakukan  antara  lain melalui: (a) Musyawarah pelaksanaan 
kegiatan desa; (b) Musyawarah dusun; (c) Musyawarah kelompok; (d) Sistem 
informasi desa berbasis website; (e) Papan informasi desa; dan (f) Media lain 
sesuai kondisi desa. Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Muara Uwai 
Kecamatan Bangkinang  Kabupaten  Kampar,  bahwasanya selama  ini APB Desa  
setelah  sah menjadi peraturan desa tidak ada disosialisasikan oleh pemerintah 
desa kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui 
PelaSoaialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa 
Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Mengetahui 
Faktor Penghambat  Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 
hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi 
antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, 
sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan 
penarikan kesimpulan secara induktif.  dari penelitian ini dapat diketahui bahwa  
sosialisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  
Muara  Uwai kepada  masyarakat  berdasarkan  Pasal 59 Peraturan  Menteri  
Dalam  Negeri  Nomor  114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa 
tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya 
ketanggapan Pemerintah Desa serta kondisi desa yang belum memadai. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi 
beberapa provinsi dan kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan 
pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.”1 
Dalam tata pemerintahan, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua, 
desa merupakan sebagai suatu gejala yang bersifat universal terdapat 
dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokasi 
tertentu   baik   sebagai   tempat   tinggal   (secara   menetap)   maupun   bagi 
pemenuhan   kebutuhannya   dan   terutama   yang   tergantung   pada   sektor 
pertanian.2 
Pemerintah desa adalah satuan pemerintahan terendah, desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
 
1 Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Mengartikan Bahwa “ Pemerintah Desa Sebagai 
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi Atas Kabupaten 
Dan Kota, Yang Tiap-Tiap Provinsi, Kabupaten Dan Kota Itu Mempunyai Pemerintah Daerah, 
Yang Diatur Dengan Undang-Undang”. 





setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.3 
Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan 
terencana melalui kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti terdapat dalam pembukaan 
UUD 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. 
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita 
seluruh bangsa di dunia ini. oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua 
Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  program  berupa  Nawacita  Presiden, 
pada bagian ketiga menyebutkan bahwa Presiden ingin membangun Indonesia 
dari pinggiran, dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa. 
Pemerintah desa merupakan salah satu jenjang birokrasi yang 
bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, tentunya berkewajiban 
untuk melaksanakn program-program pembangunan desa. Sukses dan 
tidaknya program itu tergantung pada kinerja aparat pemerintahan desa dalam 
hal ini kepala desa sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kepala desa dalam 
kapasitasnya terebut di harapkan dapat melaksanakan berbagai kebijakan baik 
yang berasal dari pimpinan dan kepemimpinannya (kebijakan struktural) 
ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis di tingkat desa. 
Keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan segala kebijakan yang 
ada merupakan salah satu indikator bahwa peran-peran birokrasi di desa telah 
berjalan, tentunya pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Idealnya 
 





seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan umum  yang luas, semakin 
tinggi kedudukannya dalam hierarchie kepemimpinan organisasi, maka 
semakin banyak pula tuntutan untuk berfikir dan bertindak secara generalis.4 
Adanya  pembangunan  desa,  memang diajukan  untuk  meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong 
pembangunan  desa  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara  desa  dan  kota. 
Untuk itu presiden menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, 
dan ditetapkan dengan peraturan desa.5 
Kepala   Desa   Muara   Uwai   sebagai   pemimpin   penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, 
mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  melaksanakan  sosialisasi  terhadap 
APB Desa kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
Sosialisasi sebagaimana dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Menyebutkan bahwa: 
1. Kepala  Desa  menginformasikan  dokumen  RKP  Desa,  APB  Desa  dan 
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. 
 
4 Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 253. 
5 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 





2. Sosialisasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  antara  lain 
melalui: 
a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa; 
b. Musyawarah dusun; 
c. Musyawarah kelompok; 
d. Sistem informasi desa berbasis website; 
e. Papan informasi desa; dan 
f. Media lain sesuai kondisi desa.6 
Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang  Kabupaten  Kampar,  bahwa selama  ini APB Desa  setelah  sah 
menjadi peraturan desa tidak ada disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada 
masyarakat. hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 114 Tahun 2014 yang seharusnya sosialisasi APB Desa tersebut 
dilakukan oleh pemerintah desa, padahal keterbukaan informasi publik sangat 
dibutuhkan dalam membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh 
karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pembangunan Desa, serta faktor penghambat dari pelaksanaan sosialisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut. 
 
6 Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 





Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat 
judul penelitian ini yaitu “ PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA 
MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk  menghindari  pemahaman  serta  penafsiran  yang  keliru  serta 
untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis 
memberikan  batasan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  hanya  mengkaji  tentang 
pelaksanaan sosialisasi APB Desa kepada oleh pemerintah desa kepada 
masyarakat sesuai Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat 
di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja 
Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang 
Pedoman Pembangunan Desa? 
2. Apa  Faktor  Penghambat Pelaksanaan Sosialisasi  Anggaran  Pendapatan 





Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  114  Tahun  2014 
Tentang Pedoman Pembangunan Desa? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  114  Tahun  2014 Tentang 
Pedoman Pembangunan Desa. 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Sosialisasi Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat  
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara Teoritis 
a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya 
dalam memahami pelaksanaan sosialisai APB Desa berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun  2014  Tentang 
Pedoman Pembangunan Desa. 
b. Sebagai   bahan   pertimbangan   masukan   bagi   penulis   dari   hasil 
penelitian ini dan juga dapat jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti 






2. Manfaat secara Praktis 
a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, 
masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat 
bermanfaat baik bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan sosialisai 
kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui tujuan dari 
penggunaan APB Desa tersebut. 
b. Syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
 
F. Metode Penelitian 
Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab 
permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris 
yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau 
terhadap masyarakat.7 Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian 
deskriftif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat 
sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Desa Muara Uwai 
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan topik dan 
 





pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Desa Muara 
Uwai Kecamatan Bangkinang tidak adanya pelaksanaan sosialisasi APB 
Desa kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
3. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, 
data sekunder dan data tersier: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat 
lokasi penelitian.8 Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak- 
pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan 
penelitian. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 
terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sebagainya.9 Yang berhubungan dengan masalah 
dalam penelitian ini. 
c. Data  Tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  sifatnya  melengkapi  kedua 
bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang 
berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi  adalah  unit  yang diteliti, yaitu  dapat berupa  himpunan 
orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat 
yang sama.10 
 
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30. 
9 Ibid, h. 31 
10 Bambang,  Sunggono,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  (  Jakarta:  PT.  Raja  





Sedangkan  sampel  adalah  himpunan  bagian  atau  sebagian  dari 
populasi yang ada.11  Metode yang digunakan adalah purposive sampling 
yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam 
memilih  anggota  populasi  yang  dianggap  dapat  memberikan  informasi 
yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang 
diinginkan oleh peneliti. Responden merupakan Kepala Desa Muara Uwai, 
Sekretaris Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kepala  Dusun,  Rukun 
Warga (RW), dan Masyarakat kisaran umur 20 tahun ke atas. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1. Kepala Desa 1 Orang 1 Orang 100% 
2. Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) 
9 Orang 4 Orang  4,4% 
3. Kepala Dusun 4 Orang 4  Orang 100% 
4. RW 8 Orang 3  Orang  3,7% 
5. Masyarakat 3,704 Orang 30 Orang  0,8% 
Jumlah 3,716 Orang 42 Orang  
Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
5. Tekhnik Pengumpulan Data 
Untuk  memperoleh  data-data  yang  di  perlukan,  dipergunakan 
tekhnik pengumpulan data antara lain : 
a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.12 
dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang 
erat kaitannya dengan objek penelitian. 
 
11 Ibid, h. 119. 
12 Haris  Herdiansyah,  Metode  Kualitatif  untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial,  (Jakarta:  





b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 
antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung 
berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar 
peneliti dengan para informan. 
c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan 
tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 
d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 
jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti.13 
6. Analisis Data 
Analisis   data   adalah   suatu   proses   untuk   menafsirkan   atau 
memaknai suatu Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil 
observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis 
data kualitatif digunakan untuk menggambarkan sacara sistematis fakta- 
fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari 
hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan 
melalui   tahapan   identifikasi   menurut   kelompok   tujuan   penelitian, 
mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, 
 
13 Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska 





reduksi dan memeriksa keabsahan data yang disajikan berbentuk tabel, 
skema, maupun dalam bentuk narasi. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika 
penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, 
sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan 
memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan 
menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Dalam  Bab  Ini  Berisikan  Uraian  Tentang  Tentang  :  Latar 
Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematikan 
Penulisan. 
BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam Bab Ini Akan Di Uraikan Gambaran Lokasi Penelitian, 
Sejarah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar,   Visi   Dan   Misi   Desa   Muara   Uwai   Kecamatan 
Bangkinang  Kabupaten  Kampar.  Dan Wilayah  Geografis 
Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 
BAB III  : TINJAUAN PUSTAKA 
  Pada Bab Ini Akan Di Uraiankan Teori - teori Tentang Peraturan 





Belanja Desa ( APBDesa ), Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, 
dan Pembangunan Desa. 
BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi 
pembahasan   Pelaksanaan   Sosialisasi   Oleh   Pemerintah   
Desa Muara Uwai Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Desa Kepada   Masyarakat   Berdasarkan   Peraturan   Menteri   
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pembangunan Desa. 
BAB V    : PENUTUP 
  Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan 














GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang 
Pada  zaman  dahulu Desa  Muara Uwai terletak  di  dua  buah sungai 
yakni sungai Uwai dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai uwai 
terdapat sebuah kampong / dusun  bernama Dusun Uwai. dan di Dusun Uwai 
tersebut terdapat sebuah makam seorang pejuang dimasa penjajahan  Belanda 
bernama Gandulo Datuok Tabano yang meninggal pada 11 November 1898 
sungai uwai tersebut bermuara kesungai Kampar persis di muara sungai uwai 
terdapat pula sebuah masjid yang tertua di Kenegerian Bangkinang yaitu 
bernama Masjid Jami’ Kenegerian Bangkinang, masjid ini merupakan masjid 
satu-satunya yang berdiri pada tahun 1907.14 
Dan disepanjang sungai Kampar sampai muara sungai uwai terdapat 
sebuah kampung / dusun diberinama Muara Uwai setelah Kenegerian 
Bangkinang dimekarkan menjadi enam desa yakni Bangkinang, Langgini, 
Pulau Lawas, Muara Uwai, Pasir Sialang, Pulau. Desa Muara Uwai pada 
mulanya berasal dari muara sungai uwai dan rukun kampung / Dusun Muara 
Uwai.  
Untuk mengetahui kondisi desa dari kejadian dan persitiwa yang telah 









B. Keadaan Wilayah 
1. Kondisi Gografis 
Desa Muara Uwai merupakan salah satu desa yang berda di 
kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sekitar 55 Km dari ibu kota 
Provinsi Riau. Menurut data statistik dikantor kepala Desa Muara Uwai, 
memiliki luas wilayah 2.312 Ha. Yang terdiri dari lahan pertanian, 
peerkebunan, pemukiman, dan perkantoran. 
Kondisi iklim yang terjadi di desa Muara Uwai sama halnya 
dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada diwilayah Indonesia, 
mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan yang sangat 
berpengaruh lansung terhadap sistem pertanian dan perekonomian 
masyarakat desa Muara Uwai. 





No Luas Wilayah Luas Lahan 
1. Luas Desa 2.312 Ha 
2. Tanah Sawah 603 Ha 
3. Tanah Pekarangan 312 Ha 
4. Tanah Tegalan 292 Ha 
5. Lain-lain 1.105 Ha 
Sumber: Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar Tahun 2020 
 




No Batas Berbatasan 
1. Utara Kelurahan Pasir Sialang 
2. Timur Desa Pulau Lawas 





4. Barat Desa Binuang 
Sumber: Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar Tahun 2020 
 
Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir sialang, sebelah 
timur berbatasan dengan desa pulau lawas,   sebelah selatan berbatasan 
dengan  Sungai  Kampar,   dan  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa 
Binuang Desa Muara uwai terdiri dari empat Dusun yakni: 
a. Dusun Muara uwai.  
b. Dusun uwai. 
c. Dusun Telo. 
d. Dusun Cubadak. 
3. Pendidikan 
Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkan 
penduduk yang madani, sebab pendidikan sangat menduduk terhadap 
peningkatan pembangunan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang sangat 
penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan 
pendidikan seorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dengan 
pendidikan  bisa  berubah  sifat  seseorang  yang  awalnya  kurang  baik 
menjadi baik, bahwa maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari 
mutu pendidikan negara tersebut, begitulah pentingnya pendidikan bagi 
manusia. 
Tabel II.3 
Daftar Jumlah Sekolah 
 
No Tingkat Sekolah Jumlah 
1 PAUD 2 





3 SD Negeri 3 
4 SMP - 
5 MTs 1 
6 SMA - 
7 MA Negeri 1 
8 Pondok Pesantren (Aliyah) 1 
Sumber:  Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar Tahun 2020 
 
4. Agama 
Masyarakat   desa   Muara   Uwai   merupakan   penduduk   yang 
seluruhnya memeluk agama Islam, sarana dan prasarana yang sudah 
tersedia sudah cukup memadai bagi pemeluk agama islam untuk 
menjalankan ibadahnya dan mengajarkan ilmu agama serta membaca Al- 
qur’an. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di 
Desa Muara Uwai dilihat dari table berikut: 
Tabel II.4 
Keadaan Sarana dan Prasarana Ibadah 
 
No Sarana dan Prasarana Ibadah Jumlah 
1 Masjid 4 
2 Musholla 7 
Jumlah 11 
Sumber:  Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar Tahun 2020 
 
Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana 
ibadah di Desa Muara Uwai yang dimiliki berjumlah 11 unti yaitu: 4 unit 
Masjid dan 7 unit Musholla yang seluruhnya dalam kondisi cukup baik. 
5. Sosial Budaya 
Manusia dan kebudayan merupakan satu kesatuan yang tidsk dapat 
dipisahkan karena, atas dasar inilah kehidupan makhluk sosial dapat 





tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan 
sehingga dengan demikian timbul kehidupan bermasyarakat. 
Dalam hal ini masyarakat Desa Muara Uwai juga mempunyai jiwa 
sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri, 
misalnya ziarah kubur dan masih banyak lagi. Hal ini memungkinkan di 
dukung oleh agama Islam dan pengaruh budaya oleh ajaran Islam. 
6. Kondisi Ekonomi 
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Muara Uwai secara kasat mata 
terlihat jelas perbedaannya antar rumah tangga yang berkategori miskin, 
sedang  dan  kaya.  Hal  ini  disebabkan  karena  mata  pencahariannya  di 
sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor  non 
formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, perkebunan karet 
dan sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, 
Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, dll. 
C.  Pemerintahan 
Dinas instansi yang ada di Desa Muara Uwai: 
1. UPT dinas pendidikan dan olahraga. 
2. Kantor balai penyeluruhan pertanian. 
3. UPT dinas kesehatan. 
4. Kantor pusat statistik. 
5. Koordinator keluarga berencana kecamatan. 
6. UPTD perikanan. 





8. UPTD pertanian. 
D. Visi dan Misi 
1. Visi 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 
depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. 
Penyusunan Visi Desa Muara uwai dilakukan dengan pendekatan 
partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti 
Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga 
masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan 
kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di 
Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai titik berat sektor pertanian 
Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Muara uwai adalah : “ 
Terwujudnya Desa Muara Uwai Sebagai Desa Swasembada Pangan, Yang 
Sejahtera, Berbudaya, Dan Agamis. 
2. Misi 
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang 
memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar 
tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi 
yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ 
dikerjakan.  Sebagaimana  penyusunan  Visi,  misi  pun  dalam 
penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan 
potensi dan kenbutuhan Desa Muara uwai Sebagaimana proses yang 





a. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. 
b. Peningkatkan pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang 
pertanian. 
c. Pembangunan   sarana   jalan   Usaha   Tani   dan   Penigkatan   Jalan 
Lingkungan. 
d. Memotifasi pemilik lahan terlantar untuk dimanfaatkan. 
e. Meningkatkan pengembangan agribisnis berbasis kelompok. 
f. Perbaikan dan Peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan umum.  
g. Memberdayakan anak dan remaja usia produktif. 
h. Meningkatkan Pengembangan ekonomi masyarakat.  
i. Menumbuh kembangkan Lembaga Adat. 
j. Memposisikan nilai adat istiadat ditengah masyarakat 
k. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama bagi anak dan remaja, 
masyarakat. 
l. Mengoptimalkan  fungsi  Madrasah,  mushollah  dan  masjid  sebagai 







15 Peraturan Desa Muara Uwai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 







A. Teori Peraturan Perundang – Undangan 
1. Pengertian Peraturan Perundang - Undangan 
Secara teoritik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa 
defenisi istilah mengenai “ perundang - undangan “ atau kata “ peraturan 
perundang - undangan, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di 
dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 ( UU No. 12 Tahun 2011 ) 
maka terminologi perundang – undangan lazim disebut juga dengan 
wetegiving, gsetgebung ataupun  legislation. Istilah perundang – undangan 
(legislation, wetgeving ataupun Gesetgebung) dalam beberapa kepustakaan 
memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, 
istilah legislation dapat diartikan dengan perundang – undangan dan 
pembuat undang – undang.16 Istilah wetgiving diterjemahkan dengan 
pengertian membentuk undang – undang keseluruhan daripada undang – 
undang negara.17 Sedangkan istilah Gesetgebung diterjemahkan dengan 
pengertian perundang – undangan.18 
Pengertian wetgeving dalam Juridisch wordenboek diartikan 
sebagai berikut: 
 
 16 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang – Undangan, ( Yogyakarta: Kanisius, 
2007 ), h.3. 
 17 Ibid. 





a. Perundang – undangan merupakan proses pembentukan atau proses 
membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat 
daerah. 
b. Perundang – undangan adalah segala peraturan negara, yang 
merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun 
tingkat daerah.19 
Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:20 secara istilah 
“ perundang – undangan “  legislation, wetgiving, atau gesetgebung 
mempunyai dua pengertia yaitu: pertama, perundang – undangan 
merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan – 
peraturan negara baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah; kedua, 
perundang – undangan adalah segala peraturan yang merupakan hasil 
pembentukan peraturan – peraturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat 
daerah. Pengertian perundang – undangan dalam konstruksi UU No. 12 
Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara 
umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan pula.21  
Menurut Bagir Manan pengertian peraturan perundang – undangan 
sebagai berikut:. 
 
 19 S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu perundang – 
Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 3. 
 20 Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., h. 3. 
 21 Pasal 1 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 





a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau 
lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang 
bersifat atau mengikat umum. 
b. Merupakan aturan – aturan tingkah laku yang berisi ketentuan – 
ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. 
c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri – ciri umum dan abstrak 
yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada 
objek/peristiwa/gejala konkret tertentu. 
d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan 
perundang – undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin, atau 
sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorscrifth yang 
meliputi antara lain: de supra nationale algemeen verbindende 
voorscrifthen , wet, A MvB, de Ministeriele de gemeentelijke 
raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.22 
Peraturan perundang – undangan ini sendiri merupakan salah satu 
bentuk dari norma hukum. Dalam literature hukum dan perundang – 
undangan, secara umum terdapat tiga ( 3 ) macam norma hukum yang 
merupakan hasil dai proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: 
a) keputusan normatif yang bersifat mengatur ( regeling ); 
b) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi ( beschikking 
); 
 
 22 Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang – 





c) keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk 
hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “ beleids 
regels “ ( policy rules ) ini biasanya diterjemahkan kedalam Bahasa 
Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,23 yang sering disebut 
sebagai quasi peraturan.24 
Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang – 
undangan memiliki ciri – ciri sebagai berikut.25 
a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat 
– sifat khusus dan terbatas. 
b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa – 
peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh 
karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa – 
peristiwa tertentu saja. 
c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang – undangan mencantumkan 
klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. 
Menurut Bukhardt Krems, bahwa salah satu besar dari ilmu 
perundang – undangan yaitu adalah teori perundang – undangan ( 
Gestzgebungtheorie ) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan 
kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.26 Proses kejelasan 
dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang – undangan 
 
 23 King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang – Undangan dan Aspek Pengujinya, 
Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h. 7. 
 24 Jimly Ashidiqqie, Perihal Undang – Undang, Jakarta: Konstitusi Press PT Syaami 
Cipta Media, 2006, h. 1. 
 25 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya, 2004, h. 25. 





dipengaruhi oleh proses pembentukan perturan perundang – undangan 
merupakan salah satu proses pembangunan hukum. Sebagaimana diketahui 
bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara 
komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan 
perundng – undangan. Oleh karena itu, agar perundang – undangan yang 
dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum. 
2.   Asas Hukum Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 
a. Asas Pancasila 
Bangsa Indonesia telah menetapakan falsafah/asas dasar 
Negara adalah Pancasila yang artinya setisp tindakan/perbuatan baik 
tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan 
ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber 
hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundang – undangan 
tidak boleh bertentangan dengan sila – sila yang terkandung dalam 
Pancasila . UUD 1945 merupakan landasan Konstitusional dari pada 
Negara Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 mengandung empa 
pokok – pokok pikiran yang merupakan cita – cita hukum Bangsa 
Indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang 
tertulis dan hukum tidak tertulis.27 Pokok – pokok pikiran yang 
merupakan pandangan hidup bangsa adalah: 
 
 
 27 G.J Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, ( Jakarta: 





1) Pokok Pikiran Pertama “ Negara “. “ Negara melindungi segegnap 
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia “. Dari penjelasan diatas menegaskan 
bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang 
melindungi bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikin negara mengatasi 
dan menyelesaikan masalah – masalah yang menimbulkan 
perpecahan dalam negara, dan sebaliknya negara, pemerintah serta 
setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara 
diatas kepentingan golongan ataupun perorangan. 
2) Pokok pikiran kedua adalah: “ Negara hendak mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat “. Istilah keadilan sosial 
merupakan masalah yang selalu dibicarakan dan tidak pernah 
selesai, namun dalam bernegara semua manusia Indonesia 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang 
terutama yang menyangkut hukum positif. Penciptaan keadilan 
sosial pada dasarnya bukan semata – mata tanggung jawab negara 
akan tetapi juga masyarakat, kelompok masyarakat bahkan 
perseorangan. 
3) Pokok pikiran ketiga adalah: “ Negara yang berkedaulatan rakyat “ 
pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia yang 





pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui musyawarah oleh wakil 
– wakil rakyat. 
4) Pokok pikiran ke empat adalah: “ Negara berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang adil dan beradab “. Negara menjamin adanya 
kebebasan beraga dan tetap memelihara kemanusian yang adil dan 
beradab. 
b. Asas Pembagian Kekuasaan dalam Check and Balances 
Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari 
pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan 
negara itu terpisah – pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan 
oleh John Locke yaitu: 
1) Kekuasaan Legislatif 
2) Kekuasaan Eksekutif 
3) Kekuasaan Federatif 
Montequieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 




Dari ketiga kekuasaan itu masing – masing terpisah satu sama 
lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian 
kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi – bagi dalam beberapa 





pembuatan peraturan perundang – undangan,28 adanya kerjasama 
antara bagian – bagian itu ( Chek and Balances ). 
Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang – 
wenangan dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak – hak rakyat 
dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan 
negara atau membentuk lembaga – lembaga kenegaraan yang 
mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya 
masing – masing yaitu: 
1) Dewan Perwakilan Rakyat 
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3) Dewan Pimpinan Daerah 
4) Badan Pemeriksaan Keuangan 
5) Presiden dan Wakil Presiden 
6) Mahkamah Agung 
7) Mahkamah Konstitusi 
8) Komisi Yudisial 
9) Dan lembaga – lembaga lainnya yang kewenangannya diatur 
dengan undang – undang. 
Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan 
kekuasaan negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan 
Montesqieu seperti tersebut diatas, akan tetapi UUD 1945 membagi 
kekuasaan negara dalam lembaga – lembaga tinggi negara dan 
 





mengatur pula hubungan timbal balik antar leembaga tinggi negara 
tersebut.29 
Sedangkan disisi yang lain, teori perundang – undangan 
mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuatan 
peraturan perundang – undangan, Purnadi Purbacaraka dan Prof. 
Soerjono Soekanto,30 memperkenalkan asas hukum dalam perundang – 
undangan yakni sebagai berikut: 
1) Peraturan perundang – undangan tidak berlaku surut ( non 
retroaktif ); 
2) Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh penguasa yang 
lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula ( sistem 
hierarki ); 
3) Peraturan perundang – undangan bersifat khusus 
mengenyampingkan peraturan perundang – undangan bersifat 
umum ( lex spesialis derogate lex generalis ); 
4) Peraturan perundang – undangan yang berlaku belakangan 
membatalkan peraturan perundang – undangan yang berlaku 





 29 G.J Wolhoff, Ibid. 
 30 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan Perundang – Undangan dan 
Yurisprudensi, ( Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke – 3, 1989 ), h. 7 – 11. 
 31 Munir Fuady, Teori Negara hukum Modern, ( Bandung, PT. Refika Aditama, 2009 ), h. 





5) Peraturan perundang – undangan32 tidak dapat diganggu gugat;33 
6) Peraturan perundang – undangan sebagai sarana untuk semaksimal 
mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi 
masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau 
pelestarian ( asas welvaarstaat ).34 
Berdasarkan asas – asas tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa 
dalam penyusunan peraturan perundang – undangan mengendepankan 
minimal empat asas dari asas – asas diatas.  
3.   Hierarki Peraturan Perundang – Undangan RI 
Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang – undangan 
(hukum tertulis ) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki 
peraturan perundang – undangan. Didalam memorandum DPR – GR 
tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan 
ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 dan juga oleh MPR dengan 
ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Lampiran II tentang “ Tata Urutan 
Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 
“ dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk – bentuk peraturan 
perundang – undangan Republik Indonesi adalah sebagai berikut: 
 
 32 Rangga Widjaja, Pengantar Ilmu Perundang – Undangan, ( Bandung, CV. Mandar 
Maju, 1998 ), h. 34. 
 33 Paham bahwa undang – undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem 
hukum Indonesia hingga saat ini, yang menyatakan bahwa sebuah undang – undang yang telah 
dibuat sesuai prosedur, yakni oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan oleh Presiden maka 
sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, undang – undang tersebut tidak 
dapat diganggu gugat. Hanya Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang berwenang untuk 
menyatakan suatu pertauran perundang – undangan adalah tidak sah, ketentuan ini diatur dalam 
Pasal 24 ayat ( 1 ) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyataka n bahwa mahkamah konstitusi 
yang berwenang untuk menguji suatu undang – undang. 
 34 Soerjono Soekanto, Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, ( Jakarta: 





Hierarki Perundang – undangan Menurut TAP MPRS No. 
XX/MPRS/1968 
1. UUD 1945; 
2. Ketetapan MPRS/MPR; 
3. UU/Perppu; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Keputusan Presiden; 
6. Peraturan – peraturan pelaksanaan lainnya; seperti: 
a) Peraturan Menteri; 
b) Instruksi Menteri; dan lain – lainnya. 
Tata urutan diatas menunjukkan tingkat – tingkat daripada masing 
– masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu 
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk – bentuk yang 
tersebut belakangnya ( dibawahnya ). Di samping itu, tata urutan diatas 
mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yng 
tingkatnya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan 
dengan materi yang dimuat didalam suatu peraturan yang bentuknya lebih 
tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilian 
terhadap materi peraturann serta bagaimana nanti konsekuansinya apabila 
suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan 
yang lebih tinggi.35 
 
 35 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, ( UII Press, 





Melalui sidang Tahunan MPR RI tanggal 7 – 18 Agustus 2000, 
MPR telah mengeluarkan ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang 
Sumber Hukum dan atau Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan. 
Menurut Ktetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang – 
undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung 
konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang – undangan yang lebih 
rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – 
undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini selaras dengan asas hukum 
lex superior deroga inferiori ( hukum yang lebih tinggi mengalahkan 
hukum yang tingkatannya dibawahnya ). Hal ini dimaksudkan agar tercipta 
kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang – undangan.  
Ajaran tentang urutan peraturan perundang – undangan demikian 
mengandung beberapa prinsip:36  
a. Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi kedudukannya 
dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang – 
undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya. 
b. Perauran perundang – undangan tingkat lebih rendah harus bersumber 
atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang – undangan 
tingkat diatasnya. 
c. Isi atau muatan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah 
tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan 
perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatnya. 
 
 36 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua, ( FH UII Press, 





d. Suatu peraturan perundang – undangan hanya dapat dicabut atau 
diganti atau diubah dengan peraturan perundang – undangan yang 
lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. 
e. Peraturan perundang – undangan yang sejenis apabila mengatur materi 
yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun 
tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu 
dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus 
harus diutamakan dari peraturan perundang – undangan yang lebih 
umum. 
Pada tanggal 24 Mei 2004 telah menyetujui Rancangan Undang – 
undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menjadi 
Undang ( UU no, 10 Tahun 2004 ). Undang – undang ini menegaskan 
bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. 
UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang – 
undangan. Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan 
diatur dalam Pasal 7 UU tersebut adalah sebagai berikut: 
Hierarki Menurut UU No. 10 Tahun 2004 
a. UUD Negara RI tahun 1945; 
b. Undang – undang/Perpu; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden; 






1) Perda Provinsi; 
2) Perda kabupaten/Kota; 
3) Perdes/Peraturn yang setingkat. 
Jenis peraturan perundang – undangan selain yang telah disebutkan 
diatas, diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepajang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih 
tinggi, antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, 
MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau 
Komisi yang setingkat atau yang dibentuk oleh undang – undang atau 
pemerintah atas perintah undang – undang, DPRD Provinsi, Gubernur, 
DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat. 
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang – undangan di 
Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( “ 
UU 12/2011 “ ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang – 
Undangan ( “ UU 15/2019 “ ) yang berbunyi: 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan terdiri atas: 
a. UUD 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 





d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; 
dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Kekuatan hukum peraturan perundang – undangan diatas sesuai 
dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang – undangan yan lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan 
yang lebih tinggi.37 
B.  Teori Sosialisasi 
1. Pengertian Sosialisasi 
Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang 
suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. 
Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya 
sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh 
masyarakat bnyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan 
antara  penyampaian  pesan  dan  penerima  pesan.  Sosialisasi  program 
adalaah proses mengkomuniksikan program-program perusahaan kepada 
mssyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan pengha 
yatan dalam lingkungan tertentu.38 
Sosialisasi merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai 
 
 37 Pasal 7 ayat ( 2 ) UU No. 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya 





orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan 
atau peranan tertentu di masyarakat.39 Sosialisasi    merupakan    salah    
satu    cara    untuk    melakukan pengendalian sosial (sosial control) 
apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota 
masyarakat harus berprilaku sesuai dengan   nilai   dan   norma   sosial   
yang   mengatur   pola   hidup   dalam masyarakat tersebut. Dalam 
sosialisasi yakni individu -individu menjadi anggota masyarakat 
dikendalikan sehingga tidak melakukan prilaku menyimpang. Sosialisasi 
adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.40 
2. Tujuan Sosialisasi 
Adapun tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi dalam masyarakat 
antara lain: 
a. Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosisl tempat 
individu  bertempat  tinggal  termasuk  juga  dilingkungan  sosial  yang 
baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada 
pada masyarakat. 
b. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui 
latihan-latihan mawas diri yang tepat. 
c. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta 
mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berkreasi 
dan lain-lain. 
 
 39 www.Art ikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengert ian-Tujuan-Fungsi-Jenis- 
Pola-Agen.Html?M=1 ( Diakses 29 April 2021 ) 
40 Syahrial   Syarbaini   Rusdiyanta,   Dasar-Dasar   Sosiologi,   Edisi   Pertama,   





C. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
1. Pengertian Anggaran 
Anggaran menurut Rufus Wixon dalam Burhanuddin ( 1999 ) 
didefenisikan sebagai “ suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif 
yang dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk periode yang akan 
datang “. Sementara Syamsi dalam Basri (2003) mendefinisikan “ 
anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan berbagai macam 
kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka 
waktu tertentu “. 
Dalam penyusunan anggaran menurut Rinsu  (2003), ada beberapa 
prinsip dasar yang harus diakomodir, yaitu: 
a. Transparan 
Anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan , 
sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu 
kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, dalam setiap 
proses penganggaran harus dilakukan secara transparan. 
b. Partisipatif 
Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengganggaran, demi 
menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat 
dengan peruntukan anggaran. Selain itu juga untuk memainkan peran 








Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, 
tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat. Disiplin penting untuk mencegah terjadinya 
pencampuradukan dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan 
dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk 
menghindari kebocoran maupun pemborosan. 
d. Keadilan  
Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 
retribusi yang disebarkan kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh 
karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara 
adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa 
deskriminasi dalam pemberian pelayanan. 
e. Efisiensi dan Efektivitas 
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 
menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat secara maksimal. Untuk itu dalam perencanaan perlu 
ditetapkan secara jelas, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh 
masyarakat dri setiap proyek yang diprogramkan 
f. Rasional dan Terukur 
dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan msupun 





dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan 
Pemerintah No. 105 Tahun 2000, yaitu ( 1 ). Jumlah pendapatan yang 
dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; ( 2 ). Jumlah belanja 
yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis 
belanja.41 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) 
Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerinyah Desa dan BAdan 
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Menurut 
Sumpeno APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber 
pendaptan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program 
pembangunan desa yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan desa 
adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah 
dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk 
meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan 
pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan 
Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya 
sebesar 10% untuk ADD.  
APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Desa, APBDesa terdiri atas: 
 
 41 Slamet Joko Utomo, “  Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Desa ( APBDes ) Untuk Meningkatkan Pembangunan “, dalam Media Trend, Vol. 10, No. 1, Maret 





a. Pendapatan Desa 
Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 
merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut 
kelompok dan jenis. 
b. Belanja Desa 
Meliputi Semua Pengeluaran dari rekening desa yang 
merupakan kewajiban desa dalam ( satu ) tahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa 
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan 
desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 
c. Pembiayaan Desa 
Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 







 42 Yuni Lestari, Skripsi: “ Akuntanbilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes ) DiDesa Duwet Kecamatan Bendok 





D.  Teori Pemerintah Desa 
1. Pengertian Pemerintah Desa 
Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: 
“Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ”  
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: 
“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain 
dibantu perangkat Desa sebgai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa “43 
Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa:  
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “ 
Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa: 
“ Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa “44  
 
 43 Pasal 1 Ayat (2) & Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 





Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), organisasi pemerintahan 
desa yang terdiri atas: 
a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa; 
b. Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas; 
1) Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 
Sekretaris Desa; 
2) Unsur pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang 
melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, 
keagamaan, dan lain-lain. 
3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah 
kerjanya seperti Kepala Dusun.45 
2. Asas – Asas Pemerintahan Desa 
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus sejalan dengan 
asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang – 
Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, 
tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, 
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan 
pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan 
kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 
 
 44 Pasal 1 Ayat (5) & Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. 
 45 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, 





Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan 
desa adalah sebagai berikut:46 
a. Kepastian hukum adalah asas didalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, 
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 
desa. 
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan desa adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa. 
c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif. 
d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan. 
e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. 
f. Profersionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian 
berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang – undangan. 
g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
 





dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang – undangan. 
h. Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang 
dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan 
masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan yang diaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan 
tujuan. 
i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan 
kebijakan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat. 
j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak 
boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu. 
k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yeng 
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 
3. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa 
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan 
desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan desa. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang;47 
a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. Menetapkan Peraturan Desa; 
 





e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentua peraturan 
perundang-undangan.48 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa 
mempunyai kewajiban; 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
 





c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yan akuntabel, 
transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g. Menjalin kerja sama den koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
i. Mengelola Keungan dan Aset Desa; 
j. Melaksanakan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.49 
Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan 
daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Agar fokus pada pelayanan 
kepada masyarakat, Kepala Desa dilarang; 
 





a. Merugikan kepentingan umum; 
b. Membuat keputusan yang keputusan yang mengutungkan kepentingan 
diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya; 
d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan 
masyarakat tertentu; 
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimma uang, barang, 
dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
g. Menjadi pengurus partai politik; 
h. Menjadi anggota dan pengururs organisasi terlarang 
i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permuyawaratan 
Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten atau Kota, dan  jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan; 
j. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 





l. Meninggalkan tugas selama 30 ( tiga puluh ) hari kerja berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.50 
4. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa 
merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas 
dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkatt desa, 
memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan 
Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah 
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara 
Badan Permusywaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam 
bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah 
dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 
dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.51 
 
 50 Ibidi, h. 77. 





Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Desa. jadi, dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan Desa berfungsi 
menyelenggarakan  kebijakan pemerintahan, sedangkan BPD berfungsi 
menetapkan peraturan desa bersama Kela Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai 
wewenang; 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; 
b. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 
E.   Teori Masyarakat Desa 
1. Pengertian Masyarakat Desa 
Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang membentuk 
sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar 
intraksi adalah individu – individu yang bebeda dalam kelompok tersebut. 
Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. 
Timbulnya kelompok – kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang 
bertentangan satu sama lain, disatu piha dia ingin kerja sama, dipihak lain 









2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa 
Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup 
pengaturan hak masyarakat desa dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat ( 1 ), yakni:52 
a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta 
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 
c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 
bertanggung jawab tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 
1) Kepala Desa; 
2) perangkat Desa; 
3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 
4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan 
ketentraman dan ketertiban di Desa. 
Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini memperkuat 
peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, 
sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat 
 





untuk bersifat aktif dalam pembangunan si wilayahnya. Pengaturan ini 
juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak 
politik. 
Kewajiban masyarakat desa selanjutnya disebutkan dalam pasal 68 
ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yakni:53 
a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; 
b. Mendorong terciptanyan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; 
c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di 
Desa; 
d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; 
e. Berpatisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. 
Masyarakat desa juga merupakan warga negara Indonesia yang 
memilki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak warga 
negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang – Undang 
Dasar 1945 dan antara hukum lainnya yang sebagai penjabaran UUD 
1945. Hak – hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara 
seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain 
yang diatur dalam Undang – Undang. Sementara itu, kewajiban terhadap 
negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam 
 





kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban 
yang ditetapkan dengan Undang – Undang, seperti kewajiban untuk 
membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. 
F.  Teori Pembangunan Desa 
1. Pengertian Pembangunan Desa 
Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang 
kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang 
menintegritaskanperan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya 
dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara 
berkesinambungan. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai 
suatu strategi yang dirancanguntuk meningkatkan kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat tertentu.54 Pembangunan desa juga dipandang sebagai 
suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk 
meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti 
peningkatan kualitas hidup dibidng pendidikan, kesehatan dan 
perumahan.55 
Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan 
upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan 
menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah 
maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-
 
 54 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, ( Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 
1996 ), h. 392. 





perubahan kea rah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat 
dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.  
2. Aspek Pembangunan Desa 
Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama 
yaitu:56 
a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek 
utamanya dalam aspek fisik ( sarana, prasaran dan manusia ) 
dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukimam, 
jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain 
sebagainya.  
b. Pembanguna dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan 
yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan 
kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan 
sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan 
















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1.  Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai kepada masyarakat berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan  Desa  tidak  terlaksana  dengan  baik  sebagaimana  diatur 
pada Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa 
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa Muara Uwai kepada 
masyarakat  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah diantaranya; (i) 




Untuk terlaksananya sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja   
Desa   oleh   Pemerintah   Desa   Muara   Uwai   kepada   masyarakat 





Pedoman  Pembangunan  Desa,  maka  setelah  melakukan  penelitian  penulis 
mencoba memberikan beberapa saran yaitu : 
1. Pemerintah Desa Muara Uwai diharapkan agar lebih tanggap lagi dalam 
menjalanakan sosialisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  114  Tahun  2014 
Tentang Pedoman Pembangunan Desa 
2.  Pemerintah Desa Muara Uwai kedepannya diharapkan mampu membuat 
sistem informasi desa berbasis website, agar bisa memudahkan masyarakat 
dalam pengurusan administrasi maupun mendapatkan informasi berkaitan 
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 DRAFT WAWANCARA 
 
1. Apakah ada Pemerintah Desa Muara Uwai melakukan Sosialisasi Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Masyarakat? (Kepala Desa) 
2. Melalui apa Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dilakukan 
Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat? (Kepala Desa) 
3. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Musyawarah 
pelaksanaan kegiatan desa? (BPD) 
4. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Musyawarah 
dusun? (Kepala Dusun) 
5. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat  melalui Musyawarah 
kelompok? (RW) 
6. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Sistem informasi 
desa berbasis website? (Kepala Dusun) 
7. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Papan informasi 
desa? (RW) 
8. Apakah ada proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh 
Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Media lain sesuai 
kondisi desa? (RW) 
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Sosialisasi Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat apakah 
berjalan dengan baik atau tidak? (BPD, Kepala Dusun, RT dan RW) 
10. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa terhadap Sosialisasi Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada 
Masyarakat apakah berjalan dengan baik atau tidak? (Kepala Desa) 
11. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Sosialisasi 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai 
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